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LOGO


	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ................. KECAMATAN .................
KABUPATEN .................
Jalan ................. Kode Pos .................




KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : .................

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN .................
DESA ................. KECAMATAN .................

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .................

	Menimbang
	
	a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, perlu dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa perencanaan desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun ............. di Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ..................

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor ......... Tahun ......... tentang Pembentukan Kabupaten ......... di Provinsi .........  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ......... Nomor .........);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
14. dst; 


	Memperhatikan
	:
	Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. pada hari ................. Tanggal ................. membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun ................. Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ..................

	
	
	
 
MEMUTUSKAN


	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musyawarah Desa;
3. Menyiapkan akomodasi Musyawarah Desa;
4. Menyiapkan daftar hadir Musyawarah Desa;
5. Menyiapkan tata tertib persidangan Musyawarah Desa;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan tamu undangan, paling lambat ............ (.................) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa;
7. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat ............. (.................) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................. Tahun Anggaran ..................

	KELIMA
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



	
	Ditetapkan di 
	: .................

	
	Pada tanggal
	: .................

	
	
KETUA BPD DESA .................,



.................





	LAMPIRAN
	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .................

	
	Nomor
	:
	.................

	
	Tanggal
	:
	.................

	
	Tentang
	:
	Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun .................




SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA .................
TAHUN .................

	No.
	NAMA
	JABATAN
	UNSUR

	1.
	
	Ketua
	Sekretaris BPD

	2.
	
	Sekretaris
	Anggota BPD

	3.
	
	Anggota
	Perangkat Desa

	4.
	
	Anggota
	LKD

	5.
	Dst,..
	Anggota
	Dst,..




	
	KETUA BPD DESA .................,




.................



